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PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 9 TAHUN 2015 

TENTANG 
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PUSAT 

DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu  Satu Pintu yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Pusat  sebagaimana diamanatkan 
Peraturan Presiden Nomor 97  Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu  Satu Pintu, 
Badan Koordinasi Penanaman Modal telah  
menerbitkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman  Modal Nomor 3 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 
Badan Koordinasi  Penanaman Modal; 

b. bahwa dalam rangka penguatan Penyelenggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan 
Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a,  perlu dilakukan penyempurnaan atas 
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Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi 
Penanaman Modal; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi 
Penanaman Modal; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman  Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang 
Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 
Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 210); 

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 221); 
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8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri 
Kabinet Kerja Tahun 2014-2019; 

9. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang 
Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja; 

10. Keputusan Presiden Nomor 193/M Tahun 2014; 
11. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat 
di Badan Koordinasi Penanaman Modal; 

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang 
Pendidikan Non Formal dan Jasa Penunjang 
Pendidikan  Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 

13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-
IND/PER/12/2014  tentang Pendelegasian Wewenang 
Pemberian Perizinan Bidang Industri Dalam Rangka 
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada 
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 

14. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014  
tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Badan 
Koordinasi Penanaman Modal; 

15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 
2014  tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi 
Penanaman Modal; 

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
40 Tahun 2014  tentang Pendelegasian Wewenang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Komunikasi dan Informatika kepada Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman Modal; 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 93 Tahun 2014  
tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Kesehatan di Badan Koordinasi Penanaman 
Modal; 

18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 35 Tahun 2014  tentang Pendelegasian 
Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan 
Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu 
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Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman Modal; 

19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.97/MENHUT-II/2014 tentang Pendelegasian 
Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di 
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam 
Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96/M-
DAG/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang 
di Bidang Perdagangan Dalam Rangka Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-
DAG/PER/1/2015; 

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1312/Kpts/ 
KP.340/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang 
Pemberian Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam 
Rangka Penanaman Modal kepada Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal; 

22. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2014 
tentang Penunjukan Pejabat Kementerian Agraria dan 
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk 
ditugaskan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Badan Koordinasi Penanaman Modal; 

23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pendelegasian 
Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat  Dalam Rangka 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi 
Penanaman Modal; 

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
258/PMK.011/2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Bidang Keuangan di Badan 
Koordinasi Penanaman Modal; 

25. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 
2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi 
Penanaman Modal; 
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26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 
2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang 
Perhubungan di Badan Koordinasi Penanaman Modal; 

27. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
3/PERMEN-KP/2015 tentang Pendelegasian 
Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang 
Pembudidayaan Ikan Dalam Rangka Pelaksanaan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal; 

28. Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia 
Nomor Skep/638/XII/2009 tentang Pendelegasian 
Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Usaha 
Jasa Pengamanan Dalam Rangka Pelaksanaan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman 
Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman 
Modal; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN 
MODAL TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN 
TERPADU SATU PINTU PUSAT DI BADAN KOORDINASI 
PENANAMAN MODAL. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Bagian Kesatu 

Pengertian 
Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat 

BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang 
bertanggung jawab di bidang penanaman modal yang dipimpin oleh 
seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 

2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, 
adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses 
dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian 
produk pelayanan melalui satu pintu. 

3. PTSP Pusat adalah pelayanan terkait dengan penanaman modal yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yang diselenggarakan secara 
terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap 
permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan 
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